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Revolusi teknologi pada dasawarsa 1850-an dan
revolusi mata uang dalam dasawarssa 1980-an di Amerika
Serikat membawa dampak ke seluruh dunis, berups unifika-
si ekonomi dunia. Orang mengistilahkan perkembangan ini
globalisasi.

Bermula dari Amerika Serikat, revolusi teknologi
ini kemudian direlokasi ke Jerman Barat dan Jepang. Dari
Jepang direlokasi ke Tsiwan, Korea Selatan, Hongkong dan
Singapuras. '

Pada tahun-tahun terakhir inil industri di keempat
negara yang disebut terakhir tedi berpindah ke Asia
Tenggara dan Cina. Relokasi yang meliputi kawasan luas
tadi telsh menyebabkan terjadinya investasi silang dan
perdagangan regional.

Perkembangan berikut unifikssi ekonomi dunia tadi
telah melahirkan pakta-pakta ekonomi regional semacan
AFTA, HNAFTA, UE dan APEC. Peran organisasi organiasi
tersebut semskin besar, sampai “menyaingi” kekusatan
organiasi pemerintahan/negara.

Unifikasi tadi juga mengembangkan wilayah-wilayah
kerjasama ekonoml, antara lain Zona Ekonomi Cins-Sela-
tan, Zona Ekonomi Cina-Timur, Zona Ekonomi Laut Jepang,
Zona Ekonomi Asia Barat Daya, Zona Ekonomi Selat Malaka,

dan Zona Ekonomi Laut Cins Selatarn.

Makalah disampsikan sebagal sumbangan Fikiran dalam
Seminar Nasionsl Menyongsong Pembangunan Hukum Era
2000 diselenggarakan oleh BAPPENAS bekerjasama
dengan URDIP di Semarang, 12 - 13 Agustus 1998



Sejalan dengan kecenderungan unifikasi ekonomi
tadi, maka menurut Hochtar Riady, akan muncul kecen-
derungan utama di bidang keuangan, yvysakni liberalisassi
informssi, komoditisasi currency, sekuritisasi aset,
internasionsaslisasi sekuriti/ moneter, globalisssi
pasar, propertisasi intelektual dan pasar modal.

Perubahan yang begitu cepat itu, tentulah akan
membawa dampak pada berbagai bidang lainnys. Di bidang
hukum, misalnya, adanya kecenderungan unifikasi ekonomi
tersebut jelas .akan. "memsksa” tersedianya seperangkst
hukum vang memadsai. Tidak ssajs bagi negara-negsrs anggo-
ta psakta ekonomi seca;a terpisah, melainkan juga hukun
vang mengatur kerjasams snitsrnegsrs tersebut.

Dari sinilah kemudian muncul pula era baru di
bidang hukum. Ia, harus mampu memsinkan peran di ersa
vang semakin mengglobal sekarang ini. Dslam arti, hukum
vang ada harus mampu memberikan jaminan stau kepastian
hukum bagi para "pemainnya”, dan terus berkembang bersa-
maan dengan kegiatan ekonomi yang semakin multi dimensi.

Bagaimana dengan pengembangan hukum di Indonesia?
Adakah sudah siap dengan kecenderungan baru sekarang
ini?

Harus diakui, tata hukum kita, setidaknys sampai
tahun-tahun terakhir ini mssih banysk tertinggal. Psaling
tidak hasil Seminar hukum nasional 1994 vang disdakan
Badan Pembinaan Hukum nasional (BHPN) telah mengskui hal
itu, terlepass dari zlasan yang melatar belakanginya.

Permasalahan hukum

Kata hukum vyang bersasal dsari Arab, sebenarnya
merupakan istilah yang sudah tidak asing lagi bagi kita.
Tetapi, apabila dilontarkan pertanyaan “"apakah ~ hukum
itu?", kita tidak akan dapat secara langsung menjawab
nya. Salah satu usaha yang dapat kita lakukan ysaitu
dengan membusat perbandingan antara sistem-sistem hukum



vang beraneka ragam dari zaman dulu dan zaman sekarang,
untuk dapat menémukan apa vang umum terdapat dalam
sistem-sistem hukum yang berbedsa itu.

| Demikian halnya dengan ketertinggalan kita di
bidang hukum. Kita tidak akan bisa éerta merta merumus-
kan di msna ketertinggalan kita. Tapi manskala  kita
menyebut “pencuecian uang”, monopoli, dan konglomerasi,
misalnya, kita skan sedera menyadari bahwa hukum kita
memang jauh tertinggsl.

Mengacu pada pengertian hukum yasng sederhsana se
perti dikemukakan Prof Mr Paul Scholten bahwa hukunm
" sebagail pengaturan perilaku manusia yang ditetapkan oleh
penguasa yang sah, maka tidak bisa lain, ketertingdgalan
kits di bidang hukum harus segers dibenahi. Ini kalau
kita tetap berpegang pada komitmen “tersedianysa hukum
vang wmemadai sebagal sarana tersedianya suatu iklim
bisnis dan lingkungan sosial ekonomi vang menyenangkan' .

Dengan kurang tersedianya hukum yang .memadai
seringkali sebagian masyarakat melakukan tindakan
dengan jalan pintas, misalnys debt cellector, main hakim
sendiri dsb, wuntuk menyelesaikan sustu masalah vang
andaikata dilakunkan sesual dengan hukum aksn memakan
waktu lama /biaya tinggi . Untuk itulah perlu dilakukan
lembaga lembaga/ ssarana penyvelesalian sengketa secara
alternatif guna pemecahan masalah tanps melanggar hukum,

misalnya Badsn Badan Arbitrase.
Hukum sebagai jaminan investasi

Kita telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi
rata-rata di atas 7 % pada PJPT II. Target pertumbuhan
sebesar itu dengan harapan pendapatsan per kapita bangsa
Indonesia skan meningkat empat kali lipat menjadi 2.600
dolar AS.

Pertumbuhan rats-rata di atas 7 % , tentulah Bukgn
hal yang mudah. Sebab, untuk dapat mewujudkan pertumbuh



an sebesar itw, bukan saja 1lsaju jumlah pertumbuhan
pendnduk yang harus ditekan hingga di bawsh 0,88 %
tetapi jugs dibutuhkan investasi vang tidak sedikit.

Paling tidak, seperti dikemukakan Menteri Negars
Perencanaan Pembandunan Nasional Prof DR Ginandjar
Kartasasmita , untuk Repelita VI saja dibutuvhkan inves-
tasi sebesar Rp 660 triliun, atau sekitar 31 % dari
produk domestik bruto (PDB).

>

Menyediakan investasi sebesar itu, meski dibagi
atas investasi pemerintah sebesar Rp 175,9 triiiun dan
swasta Rp 484,2 triliun, tak mungkin bisa direslisasi
Jika tanpa didukung dengan perangkst hukum vang memadai.

Terutama untuk investasi vang datang dari kalangan
swasta,

Perlu dukungan hukum

Setidaknya ada dua alasan mengapa kita perlu men-
gantisipasi pertumbuhan ekonomi dengan tersedianya hukum
vang memadai. Pertama, Meningkatnys laju pertumbuhan
ekonomi di negara kita sendiri; yang pada gilirannya
juga menuntut pengaturan dan perangkat hukum vyang 1lebih
lengkap dan memadai sifatnys.

Kedua, Meningkatnya laju pertumbuhan perdagangan
internasional dalam wujud kegiatan ekspor-impor, terma-
suk arus investsasi vyang psada hakikatnys merupakan
tulang punggung perekonomian kits. Di sini kita dihadap-
kan pada konvensi-konvensi internasional di bidang
perdagangan .

Dalam hal 1ini hukum dapat tampil dsalam berbagai
aspek. Ssalah satunya, terutama vang berperan bagi
perkembangan ekonomi adalsh sspek regulasinya. Melalui
regulssi atau pengaturan diupavakasn tercapainya suatu
kepastian. Atau, setidsk-tidaknya dsapsat diprediksikan
apa yang akan terjadi apabila peristiwa-peristiwa ter-
tentu ferjadi atsu sebaliknyas apabila unsur-unsur ter-



tentu tidak dipenuhi. Kepastisn satasu setidak-tidaknya
prediktabilitas inilah yang sangat berperan dalam dunia
perekonomisan pads umumnysa dan dunia bisnis pada umumnya.

Berbagai upaya yang belakangan dikenal dengsn nama
deregulasi sebenarnya juga ditujukan untuk hal ini.
Deregulasi jelas bukan menisdakan sturan, justru karena
sosoknya yang lebih mengarah pada upaya debirokartisasi.
Yakni upaya menyederhanakan prosedur dan kemudashan dalam
pelaksanaan, tanpa menghilangkan fungsi pokok dari
prengaturan itu sendiri: yakni mengupayakan terciptanya
suatu kepastian hukum.

Untuk kepastisn hukum, minimal unsur prediktabili-
tas, akan sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu .
negara. Karena itu, tidaklah salah, apsbils kita mulai
dengan asumsi bahwa ada interrelasi antara hukum dan
perkembangan ekonomi suatu negara.

Atas dsasar itu maks pembangunan dan pengembangan
sitem hukum nasional di era 2000 harus memperhatikan
semus aspek yang ada -- termasuk hukum bisnis (ekonomi)
--yvang diharapkan akan dspat membsawa dampak positif bsgi
perkembangan ekonomi negara kita.

Antisipasi hukum

Perkembangan dan pengembangan tentu akan berdampak
pada suatu perubsahan, sesuai dengan situasi dan kondisi
vang sada. Dan kitsa hsrus menyambut baik perubahan terse-
but, apabila hal itu memang mengarah pada suatu perbai-
kan. Meski juga harus disadari, masalahnya jelas tidak
sesederhana yang kita bayangkan. Hal ini karens hukum
asdalah suatu sistem. Di sana - ada interrelasi antarsa
bidang-bidang pengsaturannya; ada keterkaitan antars
pasal-pasal dari bidang hukum yang satu dengsn bidang
hukum vyang lain. Lebih dari itu hukum merupakan suatu

sistem vang. konsisten.



Ada dus sasumsi yang perlu dikedepankan mengenai
pengembangan sistem hukum nasional, terutama dalam
kaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Pertama, hukum
(dapat) menghambat mekanisme pertumbuhan ekonomi. Kedua,
hukum (dapat) berfungsi memelihars dan mendorong pertum-
buhan ekonomi. Tentu saja ?ﬁng dibutuhkan di era globa-
lisasi sekarang ini adslah pengembangan kelembagaan .dan
hukum dalam arti luas dan responsif, yang mampu mendor-
ong tercapainya pertumbuhan ekonomi seperti vang kita
harapkan. ' '

Dalam kaitan ini Bagian 39 Pembangunan Hukum dari
Repelita VI telah menekankan peran pentingnys sistem
hukum dalam pembangunan. Karena itu beberapa peraturan
perundang-undangan harus disesuaikan dan dimodernisasi-
kan.

Sistem hukum yang ada harus lebih responsif dan
efektif, khususnya untuk melindungi dan menjaga hak dan
kebebasan seseorsng, termasuk perusahaan asing dan
swasta.

Penutup

Harus diakui, dilihat dan dikaji dari aspek yuridis
dan sosiologis, hukum kita masih kurang konsisten.
Antara peraturan yang ada dan aplikasinya di 1lapangan
masih sering bertq}ak belakang. Demikian pula ketentuan
hukum yang mengatur (pakta-pakta) unifikasi ekonomi
seperti disinggung di awal tulisan ini.

Padahsal, seperti kita ketahui, gelombang bisnis di
era global sekarang ini menuntut tersedianya hukum
bisnis  yang 1lebih memadai. Sementara Jalannya proses
legislasi yahg ada, seperti kita rasakan, masih terasé
lamban. Tantangan bagi kita semus, lembaga-lembaga

hukum, perguruan tinggi, praktisi hukum untuk mengatassai

kesenjangan itu kalau tidak mau dikatakan kelambanan
itu. , - o . : . .
Semarang, 12 Agustus, 1886





